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ABSTRAK 
 

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI KORBAN DALAM 
PEMBELAAN  DIRI KEADAAN TERPAKSA BERSADARKAN PASAL 49 

AYAT 1 

(Studi Kasus: Polsek Sunggal Medan) 

OLEH: 

RAHMAD HABIBI NASUTION 

NPM : 208400169 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya jika muncul peristiwa pencurian 
dengan kekerasan yang terjadi dan bagaimana hak korban yang melakukan pembelaan 
diri secara terpaksa karena dalam keadaan darurat masih sering terjadi kesalah 
pemahaman di kalangan Masyarakat. Tugas ini dijalankannya oleh aparat dengan 
tujuan meminimalisirkan kejadian ini dengan patrol dijam malam agar berkurangnya 
kejadian yang terulang serta ditingkatkannya edukasi terkait peristiwa ini agar tidak 
terjadi lagi kejadian seperti ini. Penelitian ini dilatar belakangi dengan Pasal 49 ayat 1 
dalam Penegakan Hukum Terhadap Hak Korban dalam Pembelaan Diri Keadaan 
Terpaksa. Sesampainya penelitian ini bertujuan agar diketahuinya Penegakan Hukum 
Terhadap Hak Korban dalam Pembelaan Diri Keadaan Terpaksa Berdasarkan dengan 
Pasal 49 ayat 1. Jenis penelitian pada Skipsi ini menggunakan penelitian metode 
pendekatan yuridis normatif, dipergunakannya untuk meneliti teori-teori, asas-asas 
hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian. Pada 
Penegakan Hukum Terhadap Hak Asasi Korban Dalam Pembelaan Diri Keadaan 
Terpaksa Bersadarkan Pasal 49 ayat 1 didapatkannya temuan penegakan hukum 
pembelaan diri keadaan terpaksa seperti beberapa kasus yang tentu dikajikan lebih 
lanjut agar diketahuikannya apakah korban yang dalam keadaan terpaksa ini bersalah 
atau tidak agar berkesinambungan pada Pasal 49 ayat 1. Seseorang tidak dapat dihukum 
karena melakukan perbuatan pembelaan darurat untuk membela diri atau orang lain 
atau hartanya dari serangan atau ancaman yang melawan hukum. Hal ini diatur dalam 
Pasal 49 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (“KUHP”).  

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Hak Asasi Harta Korban dalam Pembelaan 

Diri Keadaan Terpaksa, Pasal 49 ayat 1 
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ABSTRACT 

LAW ENFORCEMENT OF VICTIM'S HUMAN RIGHTS IN SELF­
DEFENSE UNDER COMPULSORY CONDITIONS BASED ON ARTICLE 49 

PARAGRAPHJ 
(Case Study: S11nggal Police Sector, ,.f edan) 

BY: 
RAHMAD HABIBI NASUTION 

NPM: 208400169 

This research was motivated by Article 49 paragraph I regarding Law 
Enforcement of Victims Rights in Self-Defense Under Compulsory Conditions. 
The purpose of this research was to determine Law Enforcement of Victim's 
Rights in Self-Defense Under Compuls01y Conditions based on Article 49 
paragraph 1. The type of research in this thesis used a normative juridical 
approach, which was used to study theories, legal principles, and legislation 
related to the research topic. This research used a normative juridical approach 
focusing on the analysis of libra1y documents as the main data source. The 
research results showed that law enforcement officers minimized these incidents 
by conducting patrols at night to reduce the recurrence of such events and 
increasing education related to this issue to prevent future occurrences. In Law 
Enforcement of Victims Rights in Self-Defense Under Compulsory Conditions 
based on Article 49 paragraph 1, findings showed that the law enforcement 
regarding self-defense under compuls01y conditions should be further examined 
to determine whether the victim in such compuls01y conditions was guilty or not, 
aligning with Article 49 paragraph 1. Self-defense or compulsory conditions was 
a legitimate reason not to be punished. A person could not be punished for acts 
committed in urgent self-defense to protect themselves, others, or their property 
against unlawful attacks or threats. This was regulated in Article 49 of the 
Indonesian Penal Code. 

Keywords: Law Enforcement, Victim 's Property Rights in Self-Defense Under 
Compulsory Conditions, Article 49 Paragraph I 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
 

Ke.jahatan dalam artian kriminilogis adalah tiap ke.lakuan yang be.rsifat tindak 

susila dan me.rugikan, yang me .nimbulkan be.gitu banyak ke .tidakte.nangan dalam suatu 

masyarakat te.rte.ntu, se.hingga masyarakat itu be.rhak untuk me.nce.lannya dan 

me.nyatakan pe.nolakannya atas ke.lakuan itu dalam be.ntuk ne.stapa de.ngan se.ngaja 

dibe.rikan kare.na ke.lakuan te.rse.but1 

Dalam buku ke.satu bab III KUHP te.rdapat alasan pe.nghapusan pidana. Te.ori 

te.rse.but me.nje.laskan be.be.rapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk tidak 

me.njatuhkan hukuman atau pidana ke.pada pe.laku yang me .lakukan tindak pidana, 

alasan ini dinamakan de.ngan alasan pe.ngahapusan pidana yakni alasan-alasan yang 

me.mungkinkan orang me.lakukan pe.rbuatan yang se.be.narnya te.lah me.me.nuhi rumusan 

de.lik pidana, te.tapi tidak dipidana. Alasan-alasan yang me.nghapuskan pidana ini 

dibe.dakan me.njadi 1. Alasan Pe.mbe.nar; 2. Alasan Pe.maaf; 3. Alasan Pe.nghapus 

Pe.nuntutan.2 

 KUHP me.ngatur te.ntang alasan pe.nghapus pidana, yang digunakan ole.h hakim 

untuk me.nolak untuk me.njatuhkan pidana ke .pada te.rdakwa. Alasan pe.nghapus pidana 

me.ne.tapkan be.rbagai situasi di mana pe.laku, yang te.lah me.me.nuhi pe.rumusan de.lik 

                                                           
1 Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. Kriminologi (Suatu Pengantar). Medan: Pustaka 

Prima. Halaman 45-46 
2 Lahe Regina Patricia, Pembuktian Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Tindak Pidana 

Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1),  Jurnal Lex Privatum.vol 5 (Mei 2017) hal. 45 
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se.bagaimana yang diatur dalam undang-undang, harusnya dapat dipidana, te.tapi tidak 

dipidana. Salah satu alasan pe.nghapus pidana adalah pe.mbe.laan te.rpaksa, atau 

noodwe.e.r, adalah tindakan pe.rlakuan darurat yang dilakukan ole.h se.se.orang untuk 

me.mbe.la dirinya dari ancaman atau ke.jadian yang me.langgar hukum.3  

Pe.niadaan  atau  pe.nghapusan  pidana  me.rupakan  aturan  ditujukan  te.rutama  

ke.pada hakim. Pe.raturan ini me.ne.tapkan be.rbagai ke.adaan se.rta kondisi pe.laku 

me.me.nuhi rumusan de.lik yang diatur undang-undang yang se.harusnya dipidana, tapi 

tidak bisa dipidana. Dasar hukum pe.nghapusan tindak pidana  me.nurut  Kitab  Undang-

undang  Hukum  Pidana,  se.rta  bagaimana  sifat  pe.mbe.laan  te.rpidana yang  me.njadi 

alasan pe.nghapus pidana diatur dalam pasal 49 Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP).4 

Tindakan  pe.mbe.laan  diri  yang  te.rpaksa  me.lampaui  batas  te.rse.but,  harus  

ada  se.rangan  yang me.lawan   hukum   dan   dapat   me.ngancam   ke.se.lamatan   atau   

nyawa.   Se.hingga   se.se.orang   dapat me.lakukan  pe.mbe.laan  yang  dilakukan  dalam  

ke.adaan  darurat  atau  se.ring  dise.but  de.ngan noodwe.e.r, se.dangkan  pe.lampauan  dari  

batas  atas  tindakan  be.la  diri  te.rse.but  dise.but  de.ngan Noodwe.e.r  e.xce.s. Ke.adaan  

darurat  atau noodwe.e.r walaupun  tindakan  pe.laku  (dalam  hal  ini  se.bagai  pihak  

yang dise.rang)  akan  me.rugikan  pihak  pe.nye .rang,  namun  justru  tindakannya  saat  

me.ngalami  ke.adaan darurat  te.rmasuk  dalam  tindakan  se.bagai  upaya  me.lindungi  

                                                           
3 Ni Putu Kristin Ningtyas Kusuma ‘’Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Penghapus 

Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Perkara Pidana Nomor 
115/Pid.B/2021/PN Stb)’’ Jurnal Analogi Hukum Vol.5 (Januari 2023) hal. 21–27 

4 I Gede Windu Merta Sanjaya, Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) 
Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri, Jurnal Konstruksi 
Hukum. Vol 3 (April 2022) hal 406-413 
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diri  diri  dari  pe.rilaku  me.rugikan  pihak pe.nye.rang, se.cara inte.gritas me.njadi manusia 

dibe.narkan hukum de.ngan kata lain dihapuskan se.cara me.lawan  hukum. 

Salah satu alasan pe.nghapusan pidana di dalam KUHP yaitu pe.mbe.laan 

te.rpaksa/ Noodwe.e.r dan pe.mbe.laan te.rpaksa yang me.lampaui batas/ Noodwe.e.r E.xce.s. 

Pasal 49 ayat 1 KUHP be.rbunyi: “Tidak dipidana, barang siapa me.lakukan pe.rbuatan 

pe.mbe.laan te.rpaksa untuk diri se.ndiri maupun untuk orang lain, ke.hormatan ke.susilaan 

atau harta be.nda se.ndiri maupun orang lain, kare.na ada se.rangan atau ancaman 

se.rangan yang sangat de.kat pada saat itu yang me.lawan hukum”. Pasal 49 KUHP ayat 

2 be.rbunyi: “Pe.mbe.laan te.rpaksa yang me.lampaui batas, yang langsung dise.babkan 

ole.h ke.guncangan jiwa yang he.bat kare.na se.rangan atau ancaman se.rangan itu, tidak 

dipidana.”5 

Jika dilihat dari ke.dua isi pasal te.rse.but dapat dilihat bahwa suatu pe.rbuataan 

yang dilakukan de.ngan alasan untuk me.mbe.la diri, orang lain, ke.susilaan maupun harta 

be.nda se.ndiri dan orang lain tidak dipidana be.gitupun jika pe.mbe.laan te.rse.but 

be.rle.bihan atau me.lampaui batas kare.na dise.babkan guncangan jiwa yang he.bat dari 

pe.laku saat se.rangan itu te.rjadi maka pe.laku tidak dapat dipidana. Namun hal ini harus 

dite.liti le.bih jauh me.nge.nai suatu pe.rbuatan dapat dikatakan pe.mbe.laan te.rpaksa 

(Noodwe.e.r) dan pe.mbe.laan yang me.lampaui batas (Noodwe.e.r E.xce.s).6 

Undang-Undang Dasar Ne.gara Re.publik Indone.sia Tahun 1945 (UUD 1945) 

juga se.cara te.gas me.ngakui dan me.lindungi hak manusia atas ke.hidupan, ke.be.basan, 

                                                           
5 Andi Hamzah. 2011. KUHP & KUHAP. Jakarta: PT Rineka Cipta. Halaman 25. 
6 Syahfitri, H. 2021. Analisis Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui 

Batas/Noodweer Exces (Studi Putusan No. Reg 41/Pid. B/2019/Pn Rno Dan Putusan No. Reg 
418k/Pid/2020). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM], 1(4). Hal 4 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 13/8/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)13/8/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Rahmad Habibi Nasution - Penegakan Hukum terhadap Hak Asasi Korban dalam Pembelaan...



4 
 

dan harta. Khususnya hak untuk hidup, Pasal 28A UUD 2945 me.nyatakan bahwa, 

“Se.tiap orang be.rhak untuk hidup se.rta be.rhak me.mpe.rtahankan hidup dan 

ke.hidupannya”7 

Be.rke.naan de.ngan harta, antara lain: 

”UUD 1945 dalam Pasal 28H ayat (4), “Se.tiap orang be.rhak me.mpunyai hak milik 

pribadi dan hak milik te.rse.but tidak bole.h diambil alih se.cara se.we.nang we.nang ole.h 

siapa pun”8 

Be.rdasarkan hak-hak te.rse.but, UUD 1945 juga me.nyatakan bahwa orang 

be.rhak atas pe.rlindungan se.bagaimana dise .butkan dalam Pasal 28G ayat (1) bahwa, 

“Se.tiap  orang  be.rhak  atas  pe.rlindungan diri pribadi,   ke.luarga,   ke.hormatan,   

martabat, dan  harta  be.nda  yang  dibawah ke.kuasaannya, se.rta  be.rhakatas  rasa  aman  

dan pe.rlindungan dari ancaman ke.takutan untukbe.rbuat atau tidak be.rbuat se.suatu yang 

me.rupakan hak asasi”9 

Untuk me.me.nuhi pe.rsyaratan te.rse.but, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) me.ngandung ke.te.ntuan te.ntang pe.mbatalan pidana yang be.rkaitan de.ngan 

pe.mbe.laan te.rhadap se.rangan te.rhadap hak-hak te.rte.ntu, se.pe.rti hak atas diri, 

ke.hormatan, dan harta. Pasal yang me.ngatur pe.mbatalan pidana ini adalah Pasal 49 

ayat (1), yang me.nurut te.rje.mahan dari Tim Pe.ne.rje.mah Badan Pe.mbinaan Hukum 

                                                           
7 Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, “Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia dalam Satu Naskah”, 
https://jdih.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2011/03/UUD45_SatuNaskah.pdf, diakses tanggal 
21/09/2019. 

8 Ibid 
9 Ibid 
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Nasional (BPHN) De.parte.me.n Ke.hakiman, me.miliki isi se.bagai be.rikut, “Tidak 

dipidana,  barang  siapa me.lakukan    pe.rbuatan    pe.mbe.laan    te.rpaksa untuk  diri  

se.ndiri  maupun  untuk  orang  lain, ke.hormatan    ke.susilaan    atau    harta    be.nda 

se.ndiri    maupun    orang    lain,    kare.na    ada se.rangan  atau  ancaman  se.rangan  

yang  sangat de.kat  pada  saat  itu  yang  me.lawan hukum”. Pasal 49 ayat (1) KUHP 

me.nyatakan suatu dasar yang dike.nal dalam te.ori hukum se.bagai pe.mbe.laan te.rpaksa, 

yang me.rupakan istilah dari bahasa Be.landa: noodwe.e.r. De.ngan adanya ke.te.ntuan 

me.nge.nai pe.mbe.laan te.rpaksa (noodwe.e.r) ini, ada ke.mungkinan bahwa me.skipun 

se.se.orang te.lah me.lakukan tindakan yang me.ngakibatkan ke.hilangan nyawa orang 

lain, namun pada akhirnya tidak dijatuhi pidana kare.na tindakannya dilakukan se.bagai 

be.ntuk pe.mbe.laan te.rpaksa (noodwe.e.r).10  

Pe.mbe.laan  diri  yang  dilakukan  ole.h  korban  te.rmasuk  dalam  tindak  pidana  

yang  me.me.nuhui unsur-unsur  tindak  pidana.  Suatu  pe.rbuatan  tidak  dapat  dijatuhi  

hukuman  te.rhadap diri  koban  yang dalam hal ini se.bagai pe.laku pe.mbe.laan diri yang 

me.ngakibatkan luka-luka hingga ke.matian. Pe.rbuatan pe.mbe.laan   diri   yang   

dilakukan   ole.h   korban   tindak   pidana   me.ndapat   pe.rlindungan   hukum   atas 

pe.rbuatannya.11 

Te.rhadap uraian di atas maka pe.nulis be.rke.inginan untuk me.ne.liti le.bih dalam 

te.ntang hal te.rse.but dan pe.nulis sajikan dalam be.ntuk karya ilmiah de.ngan judul: 

                                                           
10 Tim Penerjemah BPHN, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 

2023, hal. 32. 
11 Ibid.hal 1-2  
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 “ Penegakan Hukum Terhadap Hak Korban Dalam Pembelaan Diri Keadaan 

Terpaksa Bersadarkan Pasal 49 ayat 1 (Studi Kasus: Polrestabes Sunggal 

Medan)’’ 

1.2 Rumusan Masalah  
 

Be.rdasarkan latar be.lakang yang te.lah diuraikan diatas, ada be.be.rapa pokok 

masalah yang akan dirumuskan dalam pe.nulisan skripsi ini yaitu :  

1. Bagaimana me.kanisme. pe.ne.gakan hukum dalam pe.mbe.laan diri ke.daan  

te.rpaksa me.nurut hukum pidana ? 

2. Bagaimana pe.ne.gakan hukum bagi korban yang me.lakukan pe.rlawanan 

se.bagai pe.mbe.laan diri dalam ke.adaan te.rpaksa ? 

3. Bagaimana upaya-upaya untuk me.ngurangi tindak ke.jahatan pe.ncurian de.ngan 

ke.ke.rasan di kota me.dan ? 

1.3. Tujuan Penelitian  
 

Adapun tujuan pe.ne.litian yang ingin di capai dalam pe.ne.litian ini adalah 

se.bagai be.rikut : 

1. Untuk me.nge.tahui pe.ngaturan hukum tindak pidana te.rhahap korban dari pe.mbe.laan 

diri dalam ke.adaan te.rpaksa untuk me.mpe.rtahankan haknya 

2. Untuk me.nge.tahui bagaimana upaya- upaya yang harus dilakukan ole.h le.mbaga 

pe.ne.gak hukum dalam me.mbe.rantas dan me.ngurangi adanya tindak pidana 

pe.ncurian de.ngan ke.ke.rasan 
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1.3 Manfaat Penelitian 
 

Adapun manfaat pe.ne.litian yang ingin di capai dalam pe.ne.litian ini adalah se.bagai 

be.rikut: 

1. Secara Teoritis 

Hasil pe.ne.litian dapat dijadikan bahan kajian ilmu le.bih lanjut untuk me.lahirkan 

be.be.rapa konse.p ilmu yang pada gilirannya akan me.mbe.rikan sumbangan pe.mikiran 

bagi pe.rke.mbangan ilmu hukum ke.pidanaan khususnya me.nge.nai Pe.ne.gakan 

Hukum Te.rhadap Hak Asasi Korban Dalam Pe.mbe.laan Diri Ke.adaan Te.rpaksa Pasal 

49 ayat 1 (Studi Kasus Polre.stabe.s Sunggal Me.dan) 

2. Secara Praktis  

Bahan-bahan yang dipe.role.h dari studi dan pe.ne.litian akan sangat be.rharga se.kali 

bagi pe.mikiran wawasan ilmu hukum yang te.pat dan se.rasi atau dalam bidang 

hukum pidana yang te.rkait yaitu se.bagai be.rikut : 

a. Me.nambah ilmu pe.nge.tahuan bagi pe.nulis dan me.mahami te.ntang suatu karya 

ilmiah, se.rta me.nge.tahui te.ntang Pe.ne.gakan Hukum Te.rhadap Hak Asasi 

Korban Dalam Pe.mbe.laan Diri Ke.adaan Te.rpaksa Be.rdasarkan Pasal 49 ayat 1 

(Studi Kasus Polre.stabe.s Sunggal Me.dan) 

b.  Se.bagai bahan informasi me.mbe.rikan wawasan dan pe.nge.tahuan khususnya 

ke.pada pe.nulis dan umumnya bagi pe.mikiran akade.mik me.nge.nai te.ntang 

Pe.ne.gakan Hukum Te.rhadap Hak Asasi Korban Dalam Pe.mbe.laan Diri Ke.adaan 

Te.rpaksa Be.rdasarkan Pasal 49 Ayat 1 (Studi Kasus Polre.stabe.s Sunggal Me.dan) 
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1.4 Keaslian Penelitian 
 

Pe.ne.litian ini dilakukan de.ngan pe.rtimbangan bahwa be.rdasarkan informasi dan 

pe.ne.lusuran ke.pustakaan di lingkungan Unive.rsitas  Me.dan Are.a , be.lum ada pe.ne.litian 

yang dilakukan de.ngan judul ini. Me.skipun de.mikian, te.rdapat be.be.rapa judul skripsi 

te.rkait yang te.lah dite.mukan dalam lingkungan yang sama, di antaranya: 

1. Hilda Syahfitri , (2021), Unive.rsitas Muhammadiyah Me.dan, Kajian Hukum 

Pidana Te.rhadap Pe.mbe.laan Te.rpaksa Yang Me.lampauin  Batas/ Noodwe.e.r 

E.xce.s (Studi Putusan No. Re.g 41/Pid.B/2019/PN Rno dan Putusan No.Re.g 

418K/PID/2020) 

Adapun tujuan pe.ne.litian ini adalah : Untuk me.nge.tahui kajian hukum pidana 

te.rhadap pe.mbe.laan te.rpaksa yang me.lampaui batas (noodwe.e.r e.xce.s). 

 

2. Ayu Nove.rita Sari Limbong, (2021), Unive.rsitas Syari’ah Dan Hukum 

Unive.rsitas Islam Ne.ge.ri Sumate.ra Utara Me.dan, Noodwe.e.r E.xce.s Dalam 

Pe.mbe.galan Me.nurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.  

 adapun tujuan pe.ne.litian ini adalah : Untuk me.nge.tahi bagaimana ke.te.ntuan 

Noodwe.e.r E.xce.s me.nurut Hukum Pidana Positif 

3. Se.silia Intan de. Lima, (2017), Unive.rsitas Atma Jaya Yogyakarta, Pe.ne.rapan 

Sanksi Pidana Te.rhadap Pe.laku Tindak Pidana Pe.ncurian De.ngan Ke.ke.rasan 

(Studi Putusan No.268/Pid.B/2016/PN.SON)  
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Adapun tujuan pe.ne.litian ini adalah : Untuk me.nge.tahui dasar pe .rtimbangan 

hakimdalam me.njatuhkan sanksi pidana te.rhadap pe.laku tindak pidana 

pe.mbe.galan atau pe.ncurian de.ngan ke.ke.rasan. 

Dari ke.tiga judul pe.ne.litian yang dise.butkan se.be.lumnya, te.rdapat pe.rbe.daan 

de.ngan pe.ne.litian yang dilakukan ole.h pe.ne.liti ini. Ole.h kare.na itu, pe.ne.litian 

ini dianggap se.bagai studi baru yang dapat dipe.rtanggungjawabkan 

ke.asliannya. Dilakukan de.ngan pe.nde.katan ilmiah, ke.jujuran, rasionalitas, 

obje.ktivitas, ke.te.rbukaan, dan dapat dipe.rtanggungjawabkan se .cara akade.mis. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana 
 

Tindak pidana atau strafbaar feit dalam bahasa Be.landa me.miliki arti yaitu 

tindak pidana, de.lik, pe.rbuatan pidana atau pe.rbuatan yang di pidana. Se.se.orang dapat 

dikatakan me.lakukan pe.rbuatan pidana, apabila pe.rbuatan te.rse.but te.lah diatur dalam 

undang-undang, se.suai de.ngan Asas Le .galitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang 

be.rbunyi, tiada suatu pe.rbuatan dapat dipidana ke.cuali atas ke.kuatan aturan pidana 

dalam pe.rundang-undangan yang te.lah ada, se.be.lum pe.rbuatan dilakukan. Tindak 

pidana adalah pe.rbuatan yang dilarang ole.h suatu aturan hukum larangan mana dise.rtai 

ancaman (sanksi) yang be.rupa pidana te.rte.ntu, bagi barang siapa yang me.langgar 

larangan te.rse.but.12 

Pe.rbuatan pidana yang ole.h hukum pidana dilarang dan diancam de.ngan pidana 

dinamakan "de.lik" yang dalam siste.m KUHP te.rbagi dalam dua (2) je.nis yaitu : 

A. Ke.jahatan (misdrijve.n), yang disusun dalam Buku II KUHP, ke.jahatan 

adalah Criminal-onre.cht yang me.rupakan pe.rbuatan yang be.rte.ntangan de.ngan 

ke.pe.ntingan hukum atau de.ngan kata lain pe.rbuatan yang be.rte.ntangan de.ngan 

norma-norma me.nurut ke.budayaan atau ke.adilan yang dite.ntukan ole.h Tuhan 

dan me.mbahayakan ke .pe.ntingan hukum. Contoh dari ke.jahatan dalam KUHP 

yaitu pada pasal 362 te.ntang pe .ncurian, pasal 378 te.ntang pe.ngge.lapan, dan 

                                                           
12 Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal 59. 
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lain-lain. Tapi ada satu catatan bahwa pe.nge.rtian ke.jahatan me.nurut hukum 

pidana be.rbe.da de.ngan ke.jahatan me.nurut ilmu kriminologi. 

B. Pe.langgaran (ove.rtre.dinge.n), disusun dalam Buku III KUHP, pe.langgaran 

adalah politie.-onre.cht adalah pe.rbuatan yang tidak me.ntaati larangan atau 

ke.harusan yang dite.ntukan ole.h pe.nguasa Ne.gara atau de .ngan kata lain 

pe.rbuatan yang pada umumnya me.nitikbe.ratkan dilarang ole.h pe.raturan 

pe.nguasa Ne.gara. Contoh dari be.ntuk pe.langgaran dalam KUHP adalah: Pasal 

504 te.ntang pe.nge.misan, pasal 489 te.ntang ke.nakalan, dan lain-lain.13 

Me.nurut Lamintang, bahwa se.tiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat 

dijabarkan unsur – unsurnya me.njadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subye .ktif dan unsur 

obye.ktif. Unsur subye.ktif adalah unsur – unsur yang me.le.kat pada diri si pe.laku atau 

yang be.rhubungan de.ngan diri si pe.laku dan te.rmasuk di dalamnya se.gala se.suatu yang 

te.rkandung di dalam hatinya. Unsur obye.ktif adalah unsur – unsur yang ada 

hubungannya de.ngan ke.adaan – ke.adaan, yaitu ke.adaan yang dimana tindakan dari si 

pe.laku itu harus dilakukan.14 

2.1.2 Unsur Unsur Tindak Pidana 
Me.nurut Lamintang, bahwa se.tiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat 

dijabarkan unsur-unsurnya me.njadi dua macam, yaitu unsur-unsur subye .ktif dan 

obye.ktif. Yang dimaksud de.ngan unsur-unsur ”subye.ktif” adalah unsur-unsur yang 

                                                           
13 Lusiani, L., & Makawi, P. (2020). Analisa Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan 

Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 51/Pid. Sus/2016/PN. Kbu). JCA 
of Law, 1(1). Hal 160 

14 Sari, N., & Saleh, K. (2022). Tinjauan yuridis penerapan sanksi pidana pada kecelakaan 
lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa menurut pasal 310 undang-undang nomor 22 tahun 2009 
tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah, 4(2), Hal 282-292.  
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me.le.kat pada diri si pe.laku atau yang be.rhubungan de.ngan diri si pe.laku dan te.rmasuk 

ke.dalamnya yaitu se.gala se.suatu yang te.rkandung di dalam hatinya. Se.dangkan yang 

dimaksud de.ngan unsur ”obye.ktif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya 

de.ngan ke .adaan-ke.adaan, yaitu ke.adaan-ke.adaan di mana tindakan dari si pe.laku itu 

harus dilakukan15. Unsur-unsur subye .ktif dari suatu tindak pidana itu adalah : 

a. Ke.se.ngajaan atau ke.tidakse.ngajaan (culpa/dolus) 

b.  Maksud atau voorne.me.n pada suatu pe.rcobaan atau pogging se.pe.rti dimaksud 

dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; 

c.   Macam- macam maksud atau oogme.rk se.pe.rti yang te.rdapat misalnya di dalam 

ke.jahatan – ke.jahatan pe.ncurian, pe.nipuan, pe.me.rasan, pe.malsuan dan lain-lain; 

d.  Me.re.ncanakan te.rle.bih dahulu atau voorbe.dachte. raad se.pe.rti misalnya te.rdapat 

di dalam ke.jahatan pe.mbunuhan me.nurut Pasal 340 KUHP 

e.  Pe.rasaaan takut atau vre.ss se.pe.rti yang antara lain te.rdapat di dalam rumusan 

tindak pidana me.nurut Pasal 308 KUHP.16 

Unsur-unsur Obje.ktif dari suatu tindak pidana adalah : 

a. Sifat me.langgar hukum 

b. Kualitas si pe.laku 

c. Kausalitas, yakni hubungan antara se.suatu tindakan se.bagai pe.nye .bab de.ngan 

se.suatu ke.nyataan se.bagai akibat. 

 

                                                           
15 Ibid  
16 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana. Alumni, 

Bandung, 2005, hal 1. 
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2.1.3 Pengaturan Alasan Pembenar Dalam Penghapusan Tindak Pidana 
Alasan pe.mbe.nar te.rmasuk ke. dalam bagian dari alasan pe.nghapus pidana. Pe.nghapus 

pidana adalah pe.raturan yang te.rutama ditujukan ke.pada hakim. Alasan pe.mbe.nar 

adalah pe.mbe.laan te.rpaksa atau noodwe.e.r, se.bagaimana yang te.rtulis dalam Pasal 49 

ayat (1). Adanya se.buah tindak pidana tidak se.lalu me.ndatangkan hukuman bagi orang 

yang me.lakukannya. Hal ini dilihat dari sudut ke.mampuan be.rtanggung jawab, maka 

hanya se.se.orang yang mampu be.rtanggung jawab yang dapat di pe.rtanggungjawabkan 

atas pe.rbuatannya ini te.rgantung dari pe.rsoalan apakah dalam me.lakukan pe.rbuatan ini 

se.se.orang te.rse.but me.mpunyai ke.salahan. Alasan pe .mbe .nar ini ke .mudian me .nghapuskan 

sifat me .lawan hukumnya pe .rbuatan, me .skipun pe.rbuatan ini te.lah me .me .nuhi rumusan de .lik 

dalam undang-undang. Jika pe .rbuatannya tidak me .lawan hukum maka tidak mungkin ada 

pe .midanaan. 

Alasan pe.mbe.nar yang te.rdapat dalam KUHP di antaranya: 

1. Pasal 48, yang dilakukan dalam ke.adaan darurat. 

2. Pasal 49 ayat (1), yang dilakukan ke.re .na pe.mbe.laan te.rpaksa. 

3. Pasal 50, untuk me.njalankan pe.rintah pe.raturan pe.rundang-undangan. 

4. Pasal 51 ayat (1), untuk me.njalankan pe.rintah jabatan .17 

Me.nurut Moe.ljatno bahwa untuk  me.ne.tapkan   adanya ke.mampuan be.rtanggung jawab   

harus   me.me.nuhi   dua   syarat,   se.bagai be.rikut: 

1. Ke.mampuan untuk me.mbe.da-be.dakan antara pe.rbuatan yang baik dan yang 

buruk, yang   se.suai   hukum   dan   yang   me.lawan hukum,    atau    dise.but    

                                                           
17 Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara Jakarta 2014, hal. 153 
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faktor  akal  atau inte.le.ktual  factor,yaitu  dapat  me.mbe.dakan antara  pe.rbuatan  

yang dipe.rbole.hkan dan yang tidak. 

2. Ke.mampuan untuk me.ne.ntukan ke.he.ndaknya me.nurut ke.insyafan te.ntang baik 

dan buruknya pe.rbuatan te.rse.but, atau dise.but   faktor pe.rasaan atau ke.he.ndak 

(volitional factor), yaitu dapat me.nye.suaikan tingkah lakunya de.ngan 

ke.insyafan atas nama  yang  dipe.rbole.hkan  dan  mana  yang tidak.18 

itu se.babnya, ke.te.ntuan Pasal 44 KUHP pada dasarnya  me.mbe .rikan  pe.tunjuk  se.bagai  

alasan yang  me.niadakan  pidana  te.rhadap  se.se.orang yang  me.langgar  tindak  pidana,  

kare.na  jiwanya cacat    dalam    pe.rtumbuhan    atau    te.rganggu kare.na   pe.nyakit. 

 

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pembelaan Terpaksa (Noodweer) 
2.2.1 Pengertian Pembelaan Terpaksa (Noodweer) 

Pe.rkataan  “nood”  artinya  “darurat”, se.dangkan   pe.rkataan   “we.e.r”   artinya 

“pe.mbe.laan”, hingga se.cara harafiah pe.rkataan “noodwe.e.r” itu dapat diartikan 

se.bagai suatu pe.mbe.laan  yang  dilakukan  di  dalam  ke.adaan darurat” 

Pe.mbe.laan te.rpaksa se.bagai alasan pe.nghapus  pidana  pada  pasal  49  KUH  

Pidana ayat 1 dan 2 yang be.rbunyi se.bagai be.rikut: 

1.  Barang siapa te.rpaksa me.lakukan pe.rbuatan   untuk   pe.mbe.laan   kare.na   

ada se.rangan atau ancaman se.rangan ke.tika itu yang  me.lawan  hukum  

te.rhadap  diri  se.ndiri maupun  orang  lain  te.rhadap  ke.hormatan ke.susilaan 

(e.e.rbaarhe.id) atau  harta  be.nda se.ndiri maupun orang lain, tidak dipidana. 

                                                           
18 Ibid hal 153 
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2. Pe.mbe.laan te.rpaksa yang me.lampaui batas yang langsung dise.babkan ole.h 

ke.gunjangan    jiwa    yang    he.bat    kare.na se.rangan  atau  ancaman  

se.rangan  itu  tidak di pidana”.19 

Pe.mbe.laan te.rpaksa atau noodwe.e.r yang dije.laskan bahwa, pe.mbe.laan   

te.rpaksa  atau noodwe.e.r le.bih me.ne.kankan pada pe.mbe.laan atau pe.rtahanan 

diri  yang  dilakukan  ole.h  se.se.orang  be .rsamaan ke.tika  ada  ancaman  yang  

datang  ke.padanya. 20 

Te.rkait   pe.mbe.laan   te.rpaksa,   ada   pe.rsamaan antara pe.mbe.laan te.rpaksa 

(noodwe.e.r) de.ngan pe.mbe.laan   te.rpaksa   yang   me.lampaui   batas (noodwe.e.r 

e.xce.s), yaitu ke.duanya me.nsyaratkan  adanya  se.rangan  yang  me.lawan hukum,  

yang  dibe .la  juga  sama,  yaitu  tubuh, ke.hormatan  ke.susilaan,  dan  harta  

be.nda,  baik diri  se.ndiri  maupun  orang  lain.  Pe.rbe.daannya ialah: 

1.  Pada  pe.mbe.laan  te.rpaksa  yang  me.lampau batas (noodwe.e.r e.xce.s), 

pe.mbuat me.lampaui  batas  kare.na  ke.guncangan  jiwa yang he.bat. Ole.h kare.na 

itu maka pe.rbuatan me.mbe.la   diri   me .lampaui   batas   itu   te.tap me.lawan   

hukum,   hanya   orangnya   tidak dipidana    kare.na    guncangan    jiwa    yang 

he.bat.Le.bih    lanjut    maka    pe.mbe .laan te.rpaksa   yang   me.lampaui   batas   

me.njadi dasar pe.maaf.  

2. Pe.mbe.laan te.rpaksa (noodwe.e.r) me.rupakan dasar pe.mbe.nar, kare.na 

me.lawan hukumnya tidak ada.Me.nge.nai Pe.mbe.laan Te.rpaksa yang me.lampaui  

                                                           
19 Wenlly Dumgair, Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang 

Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana , Jurnal Crimen, vol 5 (2016 
juli). Hal 61 

20 Ibid hal 30 
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batas  atau  “noodwe.e.r  e.xce.s”, dije.laskan     bahwa     se.pe.rti     halnya     de.ngan 

pe.mbe.laan   darurat, di sini pun harus ada se.rangan yang me.ndadak atau   

me.ngancam pada ke.tika itu juga. 21 

2.2.2 Syarat Syarat Pembelaan Keadaan Terpaksa (Noodweer) 
Suatu pe.rbuatan  dalam  konte.ks noodwe.e.r itu  harus se.suai de.ngan syarat-

syarat yang te.lah dite.ntukan  di  dalam  Pasal  49  ayat  (1)  KUHP.Pe.mbe.laan 

diluar syarat-syarat yang dite.ntukan di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP te.tap 

dimungkinkan si pe.laku dapat dijatuhi pidana. Bila mana se.se.orang   dapat   

dianggap me.lakukan pe.mbe.laan te.rpaksa harus me.me.nuhi syarat-syarat     

te.rte.ntu, se.bagai be.rikut: 

A. Harus  ada  se.rangan (aanranding), te.tapi tidak se.mua se.rangan 

dapat dilakukan pe.mbe.laan diri, me.lainkan hanya te.rhadap se.rangan 

yang me.me.nuhi syarat-syarat, se.bagai be .rikut:a.Se.rangan  itu  harus  

datang  me.ngancam de.ngan  tiba-tiba (oge.nblikke.lijk of on mid 

de.lijk dre.ige.n) 

B. .Se.rangan  itu  harus  be.rsifat  me.lawan hukum (we.de.rre.ch-te.lijk 

aanranding).22 

Te.rhadap   se.rangan   itu   pe.rlu   dilakukan pe.mbe.laan diri, te.tapi tidak se.tiap 

pe.mbe.laan diri dapat me.rupakan noodwe.e.r, me.lainkan   pe.mbe.laan     diri 

te.rse.but   harus   me.me.nuhi   syarat-syarat,  se.bagai be.rikut : 

                                                           
21 Nasution, Bahder Johan, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, cet.3, Mandar Maju, 

Bandung, 2014. 
22  Dean Pramita Kermite, (2021),  Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam 

Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal 
lex preventum, Jurnal vol. 9 .hal 140 - 144 
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a.Pe.mbe.laan itu harus me.rupakan ke.harusan (de. ve.rde.diging moe.t ge.bode.n 

zijkn) 

b.Pe.mbe.laan itu harus me.rupakan pe.mbe.laan te.rpaksa (nood-zake.lijk 

ve.rdidiging) 

C. Pe.mbe.laan itu harus me.rupakan pe.mbe.laan   te.rhadap   se.ndiri   atau   diri orang 

lain, ke.hormatan dan be.nda.23 

 

2.2.3 Dasar Penghapusan Pidana terhadap Pembelaan Terpaksa 
Dasar pe.nghapusan pidana haruslah dibe.dakan de.ngan dasar pe.nghapusan 

pe.nuntutan,yang pe.rtama dite.tapkan ole.h hakim de.ngan me.nyatakan bahwa sifat 

me.lawan   hapus atau ke.salahan pe.mbuat  hapus,  kare.na adanya  ke.te.ntuan  undang-

undang  dan  hukum yang  me.mbe.narkan pe.rbuatan  atau  yang me .maafkan pe.mbuat. 

Dalam hal ini  hak me.nuntut jaksa te.tap ada,namun te.rdakwa tidak dijatuhkan  pidana. 

Ia harus dibe .dakan  de.ngan dipisahkan dari dasar pe.niadaan  pe.nuntutan.24 

pidana  me.nghapuskan  hak  me.nuntut jaksa, kare.na adanya ke.te.ntuan undang-undang.  

Dasar Pe.nghapusan pidana dibagi  dua, yaitu: 

1. Dasar pe.ngampunan, unsur de.lict sudah te.rbukti, namun unsur ke.salahan tidak ada 

pada pe.mbuat. Maka te.rdakwa dile.paskan dari se.gala tuntutan  hukum. Dalam hal ini 

misalnya adanya ke.tidak mampuan be.rtanggung jawaban si pe.mbuat (Pasal 44 ayat 2), 

adanya daya paksa mutlak dan pe.rlampuan ke.adaan darurat (noodtoe. stand e.xce.s, Pasal 

                                                           
23 Roy Roland Tabaluyan, Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut  Pasal 49 

Kuhp, Jurnal Lex Crimen, vol 4, (Agustus 2015). Hal 31 
24 Ida  Ayu Mirah Widnyani, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) 

Sebagai Alasan Penghapus Pidana, Jurnal Prefrensi Hukum, vol.1 (Juli 2020) hal 195 -200 
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48), adanya pe.mbe.laan te.rpaksa yang me.lampaui batas (noodwe.r e.xe.s, Pasal 49 ayat 

2), kare.na me.njalankan pe.rintah jabatan yang tidak sah de.ngan itikad baik (Pasal 51 

ayat 2).25 

2. Dasar Pe.mbe.naran, sifat me.lawan hukum pe.rbuatan luput atau tidak te.rbukti, maka 

pe.rbuatan te.rdakwa dianggap  patut dan be.nar se.hingga  te.rdakwa harus dibe.baskan 

ole.h hakim. Di samping itu masih ada de.ngan apa yang dise.but 

buite.nwe.tte.lijke.strafuitsluitingsgronde.e.n (alasan-alasan pe.mbe.basan pidana  diluar  

undang-undang). 

1.Ke.kuasaan orang tua dan guru. 

2.Re.sikodari  pe.ke.rjaan (be.roe.psre.cht) 

3.Pe.rdamaian antara te.rdakwa de.ngan korban 

4.Me.wakili urusan lain  (zaak waarne.ming) 

5.Tidak  adanya unsur sifat me.lawan hukum  yang  mate.riil. 

6.Tidak  te.rbukti  adanya ke.salahan apabila dilakukan tanpa izin atau pe.rse.tujuan 

(conse.nt of the.victim). 

2.3 Tinjauan Umum Tentang Korban 
2.3.1 Pengertian Tentang Korban 
 

Korban ke.jahatan dalam hal ini bisa be.rupa korban dari tindakan pe.rse.kusi, kare.na 

tindakan pe.rse.kusi yang me.rupakan re.aksi masyarakat adalah hal yang tidak 

                                                           
25 Marselino,  R. (2020).  Pembelaan Terpaksa yang  Melampaui  Batas (NoodweerExces) Pada 

Pasal  49 Ayat (2). Jurist-Diction, 3(2), hal 633–648 
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dibe.narkan dan me.rupakan suatu ke.jahatan yang kajiannya ada di spe.sial 

victimology.26 

Korban me.nurut Kamus Be.sar Bahasa Indone.sia (KBBI) adalah pe.mbe.rian untuk 

me.nyatakan ke.baktian, ke.se.tiaan, dan se.bagainya; kurban; orang, binatang, dan 

se.bagainya yang me.njadi me.nde.rita (mati dan se.bagainya) akibat suatu ke.jadian, 

pe.rbuatan jahat, dan se.bagainya.27 

Be.be.rapa ahli lain juga me.mbe.rikan pe.nge.rtian korban, yaitu: 

a. Me.nurut Muladi me.nge.mukakan korban adalah orang-orang yang baik se.cara 

individual maupun se.cara kole.ktif te.lah me.nde.rita ke.rugian, te.rmasuk ke.rugian 

fisik atau me.ntal, e.mosional, e.konomi, atau gangguan substansial, te.rhadap 

hak-haknya yang fundame.ntal, me.lalui suatu pe.rbuatan atau komisi yang 

me.langgar hukum pidana di masing-masing ne.gara, te.rmasuk pe.nyalahgunaan 

ke.kuasaan.28 

b. Me.nurut Barda Nawawi, korban ke.jahatan diartikan se.bagai se.se.orang yang 

te.lah me.nde.rita ke.rugian se.bagai akibat suatu ke.jahatan dan atau yang rasa 

ke.adilannya se.cara langsung te.lah te.rganggu se.bagai akibat pe.ngalamannya 

se.bagai targe.t (sasaran) ke.jahatan.29 

Dalam pe.nge.rtian te.ntang korban me.nurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2016 

te.ntang Pe.rubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 te.ntang Pe.rlindungan 

                                                           
26G.Widiartana,  2009, Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan,   

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 19 
27https://kbbi.web.id/korban, diakses pada tanggal 1 November 2017, Pukul 19.42 WIB 
28 Muladi, 2005, HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana, Refika Aditama, Bandung, 

hal. 101 
29 Muladi & Barda Nawawi Arief, 2007, Bunga Rampai Hukum Pidana, PT. Alumni, Bandung, 

hal. 84 
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Saksi dan Korban adalah orang yang me.ngalami pe.nde.ritaan fisik, me.ntal, dan/atau 

ke.rugian e.konomi yang diakibatkan ole.h suatu tindak pidana.30 

Me.nurut Me.nde.lsohn dalam bukunya, be.rdasarkan de.rajat ke .salahanya korban 

dibe.dakan me.njadi 5 (lima) macam, yaitu: 

 a. Yang sama se.kali tidak be.rsalah 

 b. Yang jadi korban kare.na ke.lalaianya 

 c. Yang sama salahnya de.ngan pe.laku dan 

 d. Yang korban adalah satu-satunya yang be.rsalah (dalam hal ini pe.laku dibe.baskan).31 

2.3.2 Jenis – Jenis Korban 
Adapun be.be.rapa pe.nggolongan je.nis-je.nis korban yang te.lah dike.mukakan para ahli 

viktimologi dikutip dalam buku G.Widiartana yang be.rjudul, Viktimologi Pe.rspe.ktif 

Korban Dalam Pe.nanggulangan Ke.jahatan, je.nis korban dapat dibagi me.njadi: 

 1.  Korban yang sama se.kali tidak be.rsalah. Je.nis ini me.rupakan “korban ide.al”, 

te.rmasuk dalam je.nis ini misalnya anak-anak 

 2.  Korban de.ngan se.dikit ke.salahan dan korban kare.na ke.bodohannya, misalnya 

pe.re.mpuan yang me.njadi korban ke.jahatan kare.na se.mbarangan me.numpang 

ke.ndaraan orang asing. 

 3.  Korban yang de.rajat ke.salahannya sama de.ngan pe.laku. Korban je.nis ini te.rdapat 

pada kasus-kasus bunuh diri de.ngan bantuan orang lain dan e.uthanasia. 

 4.  Korban de.ngan ke.salahan yang me.le.bihi pe.laku, dibagi me.njadi dua, yaitu : 

                                                           
30 pasal 1. Undang-undang nomor 31 tahun 2016 
31 Bambang Waluyo, 2012, Viktimologi, Sinar Grafika. 
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 a. Korban provokatif, korban yang se.ngaja me.mprovokasi pe.laku untuk me.lakukan 

ke.jahatan (the. provoke.r victim) 

 b. Korban yang kare.na ke.lalaian me.nstimulasi pe.laku untuk me.lakukan ke.jahatannya 

(the . imprude.nt victim) 

5.  Korban yang ke.salahannya jauh me.le.bihi pe.laku dan korban se.bagai satu-satunya 

yang be.rsalah. Misalnya se.se.orang pe.laku ke.ke.rasan yang justru te.rbunuh ole.h 

korbannya kare.na ada pe.mbe.laan diri. 

 6.  Korban simulatif dan korban imajine.r, yaitu korban yang de.ngan ke.pura-puraan 

atau imajinasinya me.lakukan pe.nye.satan te.rhadap pe.ngadilan de.ngan harapan 

pe.midanaan te.rhadap te.rtuduh, te.rmasuk dalam je.nis ini adalah pe.nde.rita paranoid, 

histe.rik, dan se.nile..32 

2.3.3 Hak dan Kewajiban Korban 
 

Hak dan ke.wajiban me.rupakan dua konse.p yang me.miliki makna be.rbe.da namun 

saling te.rkait. Ke.te.rkaitan hak dan ke.wajiban korban dalam konte.ks tindak pidana 

se.ringkali te.rgantung pada hubungan antara korban dan pe.laku ke.jahatan. Dalam se.tiap 

tindakan yang dilakukan ole.h pe.laku ke.jahatan, te.rdapat hak dan ke.wajiban yang 

dimiliki ole.h korban te.rhadap pe.laku yang me.lukukan tindak pidana ke.jahatan 

ke.padanya.33 

 

 

                                                           
32 .Ibid hal. 30 
33 .Ibid hal. 71 
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A. Hak Korban 

Hak korban itu muncul be.rkaitan de.ngan ke .dudukan satu pihak, yaitu korban 

(individu, ke.lompok, masyarakat atau ne.gara) dalam re.lasinya de.ngan pe.laku 

tindak pidananya. Te.lah dise.butkan di atas Bahwa korban me.miliki pe.ran dan 

tanggung jawab yang be.rfungsi dalam suatu ke.jahatan. Kare.nanya, je.nis hak 

yang dimiliki ole.h korban akan dipe.ngaruhi se.bagian ole.h se.be.rapa be.sar 

ke.te.rlibatan dan tanggung jawab fungsional yang dimiliki ole.h korban dalam 

ke.jadian Tindak ke.jahatan te.rse.but. Dalam Undang-Undang Re.publik 

Indone.sia Nomor 13 Tahun 2006 Te.ntang Pe.rlindungan Saksi Dan Korban, 

te.rdapat be .brapa hak hak korban se.bagai be.rikut :  

a. me.mpe.role.h pe.rlindungan atas ke.amanan pribadi, ke.luarga, dan harta 

be.ndanya, se .rta be.bas dari Ancaman yang be.rke.naan de.ngan ke.saksian yang 

akan, se.dang, atau te.lah dibe.rikannya;  

b. ikut se.rta dalam prose.s me.milih dan me.ne.ntukan be.ntuk pe.rlindungan dan 

dukungan ke.amanan;  

c. me.mbe.rikan ke.te.rangan tanpa te.kanan;  

d. me.ndapat pe.ne.rje.mah;  

e.. be.bas dari pe.rtanyaan yang me.nje.rat;  

f. me.ndapatkan informasi me.nge.nai pe.rke.mbangan kasus;  

g. me.ndapatkan informasi me.nge.nai putusan pe.ngadilan;  

h. me.nge.tahui dalam hal te.rpidana dibe.baskan;  
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i. me.ndapat ide.ntitas baru.34 

Dari hak-hak diatas yang dise.butkan di atas nampaklah, bahwa se .bagian be .sar hak yang 

dimiliki korban hanya me.rupakan hak moral kare.na tidak ada aturan hukum yang dapat 

dijadikan dasar atau landasan untuk me.lakukan tuntutan te.rhadap pihak lain. 

Pe.me.nuhan hak korban sangat be.rgantung pada usaha yang dilakukan ole.h pe.me.rintah 

untuk me.ngimple.me.ntasikan program ke.se.jahte.raan masyarakat, yang me.ncakup 

langkah-langkah untuk me.mbe.rikan pe.rlindungan hukum ke.pada warga masyarakat. 

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 te.ntang Pe.rubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 13 tahun 2006 te.ntang Pe.rlindungan Saksi dan Korban, se.mua hak yang didapat 

korban dite.ntukan ole.h LPSK (Le.mbaga Pe.rlindungan Saksi dan Korban).35 

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 te.ntang Pe.rubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 te.ntang Pe.rlindungan Saksi dan Korban, 

korban juga be.rhak me.ndapatkan:  

1.  bantuan me.dis. 

2. bantuan re.habilitasi psikososial dan psikologis.36 

 

B. Kewajiban Korban 

Dalam Undang-Undang No 31 tahun 2014 te.ntang Pe.rlindungan Saksi dan 

Korban juga tidak dije.laskan se.cara khusus te.ntang ke.wajiban yang harus 

dijalankan korban,Te.rutama dalam hal ke.wajiban yang me.miliki sifat hukum, 

                                                           
34 G. Widiartana , Ibid hlm73 
35 Ibid hlm 75 
36 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 
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ini me.miliki dampak yang signifikan te.rhadap pe.ran korban dalam prose.s 

pe.radilan pidana. Se.bagai contoh, ke.wajiban untuk tidak me.lakukan tindakan 

ke.adilan se.ndiri, me.skipun dilakukan se.bagai be.ntuk pe.mbalasan te.rhadap 

pe.laku, atau ke.wajiban untuk te.rlibat dalam me.nce.gah te.rjadinya korban le.bih 

lanjut.37 

Dikutip dalam buku G.Widiartana Viktimologi Pe.rspe.ktif Korban Dalam 

Pe.nanggulangan Ke.jahatan, ke.wajiban- ke.wajiban korban adalah :  

1. Tidak se.ndiri me.mbuat korban de.ngan me.lakukan pe.mbalasan 

(e.ige.nre.chting). 

2. Be.rpartisipasi de.ngan masyarakat me.nce.gah pe.mbuatan korban le.bih 

banyak lagi. 

3. Me.nce.gah ke.hancuran si pe.mbuat korban, baik ole.h dari diri se.ndiri 

maupun orang lain. 

4. Be.rse.dia dibina atau me.mbina diri se.ndiri untuk tidak me.njadi korban lagi. 

5. Tidak me.nuntut kompe.nsasi yang tidak se.suai de .ngan ke.mampuan pe.mbuat 

korban. 

6. Me.mbe.rikan ke.se.mpatan pada pe.mbuat korban untuk me.mbe.rikan 

kompe.nsasi pada pihak korban se.suai de.ngan ke.mampuannya ( me.ncicil 

be.rtahap/imbalan jasa). 

7. Me.njadi saksi bila tidak me.mbahayakan diri se.ndiri dan ada jaminan.38 

                                                           
37 Adhi Wibowo, 2013, Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa , Thafa Media, Yogyakarta, 

Hal. 9 
38 Ibid hlm 82 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 
3.1.1 Waktu Penelitian 

Waktu yang pe.nulis gunakan dalam pe.ne.litian skripsi ini mulai dari pe.ngajuan 

judul hingga tahap adalah dimulai dari bulan De.se.mbe.r 2023 sampai de.ngan 

bulan Januari 2024 
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3.1.2 Tempat Penelitian 
 

Te.mpat pe.ne.litian ini dilakukan di Polre.stabe.s Me.dan Sunggal Jl. Tahi Bonar 

Simatupang No.240, Ke.camatan Me.dan Sunggal, Kota me.dan,Sumate.ra Utara 

20127 

3.1.3 Jenis Penelitian 
 

Pe.nulis me.nggunakan me.tode. pe.nde.katan yuridis normatif dalam pe.nyusunan 

skripsi ini. Pe.nde.katan ini digunakan untuk me.ne.liti te.ori-te.ori, asas-asas 

hukum, dan pe.raturan pe.rundang-undangan yang te.rkait de.ngan topik 

pe.ne.litian. Pe.ne.litian ini me.nggunakan pe.nde.katan yuridis normatif yang 

be.rfokus pada analisis dokume.n ke.pustakaan se.bagai sumbe.r data utama.39 

Le .bih lanjut, pe.nde.katan normatif ini difokuskan pada isu hukum me.nge.nai 

pe.rlindungan hukum te.rhadap korban se.rta pe.laku pe.mbunuhan dalam situasi 

pe.mbe.laan diri. 

Pe.nulis me.nggunakan me.tode. pe.nde.katan kasus dalam pe.ne.litian yuridis 

normatif ini. Pe.nde.katan ini me.libatkan analisis pe.ristiwa hukum yang te.rdapat 

dalam dokume.n ke.pustakaan, buku, atau re.fe.re.nsi yang re.le.van de.ngan topik 

yang dibahas, yakni Pe.ne.gakan Hukum Te.rhadap Hak Korban dalam 

Pe.mbe.laan Diri Ke .adaan Te.rpaksa Pasal 9 Ayat 1. Pe.ne.litian ini me.rupakan 

                                                           
39 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, ‘’Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat’’, (Jakarta: Sinar Grafika), cet 8, hal. 24 
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bagian dari pe.ne.litian hukum yuridis normatif yang be.rgantung pada re.fe .re.nsi 

dan dokume.n se.kunde.r se.bagai sumbe.r utama informasi.40 

3.1.4 Jenis Data 
 

Ada tiga bahan hukum yang digunakan pada sumbe.r data se.kunde.r, yaitu: 

1. Bahan-bahan hukum prime.r, yaitu pe.raturan pe.rundang-undangan yang 

be.rkaitan de.ngan obje.k pe.ne.litian, me.liputi : a. Undang-Undang Dasar Ne.gara 

Re.publik Indone.sia tahun 1945 amande.me .n ke. 4. b. Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP). c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Te.ntang 

Kitab UndangUndang Hukum Pidana.  

2. Bahan-bahan hukum se.kunde.r yaitu bahan yang me.nje.laskan bahan hukum 

prime.r be.rupa hasil pe.ne.litian dalam be.ntuk buku-buku yang ditulis ole.h para 

ahli, artike.l, karya ilmiah maupun pe .ndapat pada pakar hukum. Te.rmasuk juga 

buku – buku maupun re.fe.re.nsi yang re.le.van be.rkaitan de.ngan Analisis Te.ntang 

Korban Yang Me.njadi Te.rsangkan Dalam Tindak Pidana Pe.nganiayaan 

dikaitkan de.ngan Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.  

3. Bahan-bahan hukum te.rsie.r, yaitu bahan-bahan hukum prime.r, se.pe.rti situs 

inte.rne.t, kamus hukum, e.nsiklope.dia hukum dan jurnal akade.mik, dan 

publikasi lain yang me.mbe.rikan panduan dan pe.nje.lasan te.rhadap sumbe.r 

hukum prime.r dan se.kunde.r.41 

                                                           
40 Dyah Ochtorina Susanti, A’an Efendi. 2014, Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika, 

hal.52 
 
41 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 35 
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3.1.5 Teknik Pengumpulan Data 
 

a.library re.se.arch (pe.ne.litian pe.rpustakaan) 
library re.se.ach adalah Je.nis pe.ne.litian yang be.rfokus pada me.nganalisis, 

me.mahami, dan me.nyusun ke.mbali lite.ratur yang te.lah ada dalam suatu domain 

pe.nge.tahuan atau topik spe.sifik. Pe.ne.litian studi pustaka me.rupakan me.tode. 

pe.ne.litian yang be.rfokus pada analisis, pe.mahaman, dan pe.nggabungan 

lite.ratur yang te.lah ada dalam suatu bidang pe.nge.tahuan atau topik te.rte.ntu. 

Tujuan dari pe.ne.litian ini adalah untuk me.ngide.ntifikasi pe.rke.mbangan te.rkini, 

ke.le.mahan, ke.unggulan, te.muan, se.rta tre.n dalam domain pe.ne.litian yang 

be.rsangkutan. Be.rbe.da de.ngan pe.ne.litian e.kspe.rime.ntal atau lapangan, 

pe.ne.litian studi pustaka tidak me.libatkan pe.ngumpulan data prime.r le.wat 

obse.rvasi, wawancara, atau e.kspe.rime.n. Se.baliknya, pe.ne.liti me.ngumpulkan 

informasi dari sumbe.r-sumbe.r se.kunde.r se.pe.rti buku, jurnal ilmiah, artike.l, dan 

dokume.n akade.mik lainnya. Se.te.lah me.ngumpulkan data, pe.ne.liti ke.mudian 

me.nganalisis, me.mbandingkan, dan me .nyusun lite.ratur te.rse.but untuk 

me.ndapatkan pe.mahaman yang le.bih me.ndalam me.nge.nai topik yang se.dang 

dite.liti.42 

b.Fie.ld re.se.arch (pe.ne.litian lapangan) 
                                                           

42 Rifka Mudrikul Muna, Bank Syariah Indonesia (BSI): Studi Pustaka (Library Research) dan 
Bibliometrik VOSviewer. Bibliometrik VOSviewer.Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang 
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Obse.rvasi lapangan yaitu pe.ne.litian yang dilakukan de.ngan cara me.ngamati 
dan me.pe.lajari ke.giatan-ke.giatan, bahan-bahan se.rta fakta-fakta yang te.rjadi 
be.rhubungan de.ngan pe.rmasalahan yang dihadapi.Wawancara  yaitu  me.tode.  
yang  dilakukan  de.ngan  cara  tanya jawab ke.pada pihak-pihak te.rkait. Dalam 
hal ini pe.ne.liti langsung me.lakukan pe.ne.litian ke. polre.stabe.s me.dan sunggal.43 
 

3.1.6 Analisis data 
 

Pe.ne.litian ini me.miliki karakte.ristik de.skriptif-analitis dalam pe.nde.katannya. 

Analisis data yang dilakukan de.ngan me.nggunakan me.tode. kualitatif te.rhadap 

informasi prime.r dan se.kunde.r.44 

Bahan hukum yang te.lah dikumpulkan dan dike.lompokkan ke.mudian dite.laah 

de.ngan pe.nde.katan pe.rundang-undangan dan pe.nde.katan kasus. Ke.mudian 

dianalisis de.ngan me.nggunakan me.tode. analisis yang be.rsifat kualitatif, yaitu 

de.ngan cara me.lakukan analisa me.ndalam se.rta inte.rpre.tasi te.rhadap bahan 

hukum yang te.lah dikumpulkan.45 

Alat pe.ngumpul data yang dite.rapkan dalam pe.ne.litian ini te.rmasuk studi 

lite.ratur, yang be.rfungsi se.bagai me.tode. untuk me.nye.le.saikan masalah de.ngan 

me.nye .lidiki be.rbagai re.fe.re.nsi yang te.lah ada se.be.lumnya. Tambahan dari itu, 

pe.ne.litian ini juga me.manfaatkan panduan wawancara yang te.rsusun se.cara 

siste.matis, be.risikan kumpulan pe.rtanyaan yang be.rtujuan untuk me.mpe.role.h 

informasi yang re.le.van se.suai de.ngan pe.rumusan masalah.46 

                                                           
43 Yuliana Surya Galih, S.H.,M.H.Penerapan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(kuhp) Mengenai Pembelaan Terpaksa Dalam Tindak Pidana Pembunuhan(Studi Kasus Putusan Nomor 
: 446/Pid.B/2017/PN.Tsm). Jurnal Pustaka Galuh Justisi Vol.1 (Mei 2022)hal.7-8 

44 Zainuddin Ali, Sinar Grafika, 2016, Metode Penelitian Hukum Jakarta 
45 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram Press, 2020), hal. 67 
46 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal 

2 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Pe.mbe.laan baik te.rhadap diri se.ndiri, harta, ke.hormatan atau orang lain harus 

proporsional atau se.banding de.ngan se.rangan yang dite.rima. Tidak bole.h 

dilakukan tindakan pe.mbe.laan yang be.rle.bihan te.rhadap se.rangan yang 

me.nimpa se.se.orang.Pe.mbe.laan paksa atau Noodwe.e.r, diatur dalam pasal 49 

ayat (1) KUHP. Tindakan ini me.rupakan be.ntuk pe.mbe.laan te.rhadap aturan 

untuk me.lindungi diri se.ndiri, ke.hormatan atau harta be.nda baik diri se.ndiri 

maupun orang lain. Ke.tika pe.mbe.laan diri yang me.lampaui batas dilakukan 

dalam ke.adaan yang me.ngakibatkan guncangan jiwa, maka hal itu dapat 

dijadikan se.bagai se.buah alasan pe.mbe.nar atau alasan pe.maaf yang dapat 

me.nghapuskan pidana. Syarat pe.rbuatan pidana yang dapat dikate.gorikan 

se.bagi pe.mbe.laan paksa atau Noodwe.e.r adalah se.bagai be.rikut : 

a) Pe.mbe.laan itu be.rsifat te.rpaksa. 

Pe.mbe.laan haruslah me.mpunyai asas ke.se.imbangan antara se.rangan yang 

dite.rima de.ngan pe.mbe.laan yang dilakukan harusnya se.imbang atau sama 

se.hingga tidak timbul ke.tidakadilan bagi korban maupun pe.laku. 

b) Yang dipe.rtahankan adalah diri se.ndiri atau orang lain, ke.hormatan atau harta 

be.nda se.ndiri atau orang lain 

Pasal 49 ayat (1) KUHP sudah me.mbatasi ke.pe.ntingan-ke.pe.ntingan yang dapat 

dibe.la dalam rangka pe.mbe.laan te.rpaksa. Ke.pe.ntingan-ke.pe.ntingan te.rse.but 
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adalah diri (lijf) se.ndiri atau orang lain, ke.hormatan ke.susilaan (e.e.rbaarhe.id), 

dan harta be.nda (goe.d) se.ndiri atau orang lain. 

c) Te.rdapat ancaman atau se.rangan yang sangat de.kat atau se.rangan yang be.rsifat 

tiba-tiba (se.ke.tika). 

Pe.mbe.laan diri harus dilakukan ke.tika se.rangan te.rse.but dimulai, tidak ada 

jarak waktu yang lama. me.lainkan bahwa di situ te.rdapat suatu yang 

me.mbahayakan se.se.orang atau se.rangan se.ke.tika itu, kare.na apabila orang 

harus me.nunggu sampai te.rjadi suatu ke.ke.rasan itu be.nar-be .nar te.lah dilakukan 

ole.h pe.nye .rangnya, maka orang te.rse.but tidak me.mpunyai ke.se.mpatan lagi 

untuk me.lakukan pe.mbe.laan kare.na dirinya sudah te.rluka 

d) Te.rjadinya se .rangan harus me.lawan hukum atau we.de.rre.chte.lijk 

Se.rangan itu be.rsifat me.lawan hukum apabila orang yang me.ndapat se.rangan 

itu me.ngalami suatu pe.nde.ritaan. suatu pe.rbuatan yang me.lawan hukum harus 

be.rsifat me.mbahayakan atau me.ngancam bagi diri se.ndiri maupun orang lain, 

ke.hormatan ke .susilaan atau harta be.nda se.ndiri maupun untuk orang lain 

2. Dalam Pe.ne.gakan Hukum te.rhadap Hak Asasi Korban dalam Pe.mbe.laan diri 

ke.adaan te.rpaksa be.rdasarkan Pasal 49 Ayat 1 (Studi Kasus: Polre.stabe.s 

Sunggal Me.dan) dapat ditarik kasimpulan bahwasanya be.rdasarkan kasus yang 

didapat dalam wawancara pada pimpinan polre.stabe.s sunggal me.dan yakni 

te.rkait pe.ne.gakan hukum bagi korban yang me.lakukan pe.rlawanan se.bagai 

pe.mbe.laan diri dalam ke.adaan te.rpaksa yaitu, Pe.rtamanya pihak ke.polisian 

diharuskan harus bisa me.mbuktikan pe.rbuatan atau ke.jadian te.rse.but, te.rkait 

korban yang me.lakukan pe.rbuatan de.mi me.lindungi dirinya akan te.rjawabkan 
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disaat pe.rsidangan be.rlangsung, (pihak ke.polisian tidak dapat me.mbe.narkan 

atau me.nyalahkan pe.rbuatan se.se.orang te.rse.but se.pe.rti korban yang me.lakukan 

pe.mbe.laan dirinya disaat ke.adaan te.rpaksa) maka hakimlah yang akan 

me.ne.ntukan pe.rbuatan itu be.nar atau tidak.69 

3. Me.nge.dukasikan masyarakat te.ntang cara me.lindungi diri dan prope.rti me.re.ka 

dari pe.ncurian de.ngan ke.ke.rasan sangat pe.nting. Kampanye . ke.sadaran yang 

dirancang untuk me.ningkatkan pe.nge.tahuan te.ntang langkah-langkah 

pe.nce.gahan dapat me.ngurangi risiko me.njadi korban. Pe.latihan ke.amanan yang 

me.liputi te.knik pe.nce.gahan dan cara me.laporkan ke.jadian ke.jahatan juga dapat 

me.mbe.rdayakan masyarakat untuk le .bih proaktif dalam me.njaga ke.amanan 

lingkungan me.re.ka. Diikutse.rtakannya masyarakat harus dilibatkan dalam 

upaya me.njaga ke.amanan. Pe.mbe.ntukan ke.lompok ke.amanan lingkungan atau 

siste.m ke.amanan be.rbasis komunitas se.pe.rti siskamling dapat me.ningkatkan 

pe.ngawasan dan de.te.ksi dini te.rhadap ke.jahatan. E.dukasi dan partisipasi aktif 

dari masyarakat dapat me.mpe.rkuat jaringan ke.amanan lokal dan me.nciptakan 

lingkungan yang le.bih aman 

 

 

 

                                                           
69 Hasil wawancara dengan Pimpinan Polsek Medan Sunggal, tanggal 12 juli 2024 di Polsek 

Medan Sunggal. 
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5.2 Saran 

 Dari hasil ke.simpulan di atas, ada be.be.rapa saran yang pe.nulis sampaikan 

se.bagai be.rikut : 

1. Untuk me.nghindari ke.salah pahaman me.nge.nai tindak pidana pe.mbe.laan diri 

ke.adaan te.rpaksa, he.ndaknya para pe.ne.gak hukum atau para pe.mbuat undang-

undang le.bih me.mpe.rhatikan atau me.mpe.rje.las lagi syarat-syarat atau tolak 

ukur dalam pe.mbe.laan diri yang me.lampaui batas untuk dijadikan bahan 

pe.rtimbangan dalam pe.mbe.ntukan hukum, agar tidak te.rjadi ke.ke.liruan pada 

masa yang akan datang apabila ada kasus yang sama te.rjadi.  

2. Dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, pe.mbe.laan diri yang me.nye.babkan ke.matian 

orang lain diatur. Se.se.orang tidak bole.h dipidana kare.na te.rpaksa me.lakukan 

se.suatu untuk me.mbe.la diri, orang lain, ke.hormatan, atau harta be.nda dari 

se.rangan yang me.lawan hukum. Se.jauh dipe.rlukan untuk me.mbe.la diri, orang 

lain, atau harta be.nda, pe.mbe.laan diri diakui dan diizinkan ole.h siste.m hukum 

Indone.sia. Untuk me.nghindari pe.nyalahgunaan atau inte.rpre.tasi yang salah atas 

hak untuk me.mbe.la diri ini, pe.nting untuk me.mastikan bahwa tindakan te.rse.but 

be.nar-be.nar proporsional de.ngan ancaman yang dihadapi. Ole.h kare.na itu, 

me.kanisme. hukum saat ini pe.rlu ditinjau dan dipantau se.cara te.ratur untuk 

me.mastikan bahwa me.re.ka adil dan tidak disalahgunakan. 

3. Dalam kasus di mana jaksa pe.nuntut umum me.nghe.ntikan pe.mbe.laan diri, 

prinsip proporsionalitas harus didasarkan pada pe.nilaian yang akurat atas 

tindakan te.rsangka. Me .nurut prinsip proporsionalitas, pe.mbe.laan diri dapat 
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dihe.ntikan jika bukti bahwa tindakan te.rsangka se.banding de.ngan ancaman 

yang dihadapi korban. Jaksa pe.nuntut umum harus me.mastikan bahwa 

te.rsangka hanya be.rtindak se.suai de.ngan ke.butuhan untuk me.lindungi dirinya 

dari se.rangan dan tidak me.lakukan se.suatu yang me.lampaui batas ke.wajaran. 

Untuk me.mastikan bahwa ke.putusan yang dibuat dalam hal ini adil dan tidak 

me.langgar hak-hak ke.dua be.lah pihak, jaksa harus me.lakukan pe.nilaian bukti 

yang akurat. 

Le .wat pe.mrose.san ini, diharap pe.ne.gak hukum pada hak asasi korban disaat 

me.mbe.la dirinya dalam ke.adaan te.rpaksa bisa be.rjalan de.ngan adil, proposional, se.rta 

me.nghormati prinsip ke.adilan pada se.luruh ke.lompok yang ikut.  
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